
OTK - PERUBAHAN - KKP
2020
PERMEN KP NO. 48, BN 2020/NO. 1114, 97 HLM
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ABSTRAKSI : - bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan

organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan
efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun
2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang organisasi dan tata kerja kementerian
kelautan dan perikanan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, susunan organisasi,
Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Riset
dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan, Staf Ahli, Pusat Data, Statistik, dan
Informasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis, Tata Kerja, Sentra
Kelautan dan Perikanan Terpadu, Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Jabatan, Pendanaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan
Penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29/09/2020
- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMENKP/2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetap melaksanakan
tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan
Menteri ini;
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan
diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini;



- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); dan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 11 hlm


